
WALIKOTA PAYAKUMBUH

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR IL TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN

URAIAN TUGAS SERTA TATA KBRJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

a. bahwa untuk keseragaman nomenklatur dan unit keda
perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah, Menteri Da-lam Negeri telah menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019

tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi Dan Kabupatet lKota;
b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi,

tugas dan fungsi serta tata keda perangkat daerah

ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Kedudukal, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan

Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679],;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Taiun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 12 Tahun 2018

tentang Pembentukal Unit Kerja Pengadaan Barang dan

Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Ta,hun 2018 Nomor

1s43);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Ta,hun 2018

Nomor 1539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Keda Sekretariat

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471;

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan

Lembaran Saerah Kota Payakumbuh Nomor 25).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SERTA

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Da-lam Peraturan Wa1ikota ini yarrg dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerinta-h Kota Payakumbuh.

3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Payakumbuh.

5. Asisten adalah Pembantu Sekretaris Daerah Kota

Payakumbuh.

6. Bagian adalah unit organisasi yang ada di dalam lingkungan

Sekretariat Daera,h.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai

Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara

penuh oleh Pejabat yang berwenalg untuk
menyelenggaralan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin

oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan

bertanggungiawab kepada Walikota.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan

administratif.

(3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
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a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaaa tugas satuan kerja

peraagkat daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil

negara pada perangkat daerah; dan

e. pelaksanaar fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah terdiri atas:

Sekretaris Daerah membawahkan:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

c. Asisten Administrasi Umum.

(2) Masing-masing Asisten sebagaima:ra dimal<sud pada ayat (1)

membawahkan:

A. Asisten Pemerintahaa dan Kesejahteraan Rakyat,

membawahkan 3 (tiga) Bagian terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan membawahkan 3 (tiga) Sub

Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagiaa Administrasi Pemerintahan;

b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; darr

c. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Ralryat, membawahkan 3 (tiga)

Sub Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;

b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan

c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyaratat.

3. Bagian Hukum, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian

terdiri dari:

a. Sub Bagian Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

4

fi,



B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan

3 (tiga) Bagian terdiri dari:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;

b. Sub Bagian Perekonomian; dan

c. Sub Bagian Sumber Daya A1am.

2. Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan 3

(tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Pengendalian Program; dan

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahkan 3

(tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa;

b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan

Seca,ra Elektronik; dan

c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

Barang dan Jasa.

C. Asisten Administrasi Umum, membawahkan 3 (tiga)

Bagian terdiri dari:

1. Bagian Umum, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian

terdiri dari:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

2. Bagian Organisasi, bawaikan 3 (Tiga) Sub Bagian

terdiri dari:

a. Sub Bagian Kelembagaa-n dan Analisis Jabatan;

b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;

dan

c. Sub Bagian Kinerja dal Reformasi Birokrasi.

3. Bagian Frotokol dan Komunikasi Pimpinan

membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagian Protokol;

b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
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c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

D. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. StaJAhli Walikota

(3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam lampiran sebagai bagial yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Sekretaris Daerah

Pasal 4

(l) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan

pemerintahan daerah, memimpin, mengoordinasikan,

membina dan mengenda-likan pelaksanaan kegiatan tugas

Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah.

(2) Sekretaris Daerah dalam melalsanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daera,h;

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil

Negara pada Pemerintah Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagial 14"4r"

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 5

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam

penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian

penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum,

politik dan kesejahteraan rakyat serta terkait urusan

pendidikan, kesehatan, sosial, kesatuan balgsa dan politik,

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyaratat (pemadam kebakaran dal kebencanaan),
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kebudayaal, pariwisata, kepemudaan dan olahraga,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, keagamaan dan kecamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pengoordinasian kebijakan daerah di

bidang pemerintahan, hukum, politik dan kesejahteraan

rakyat;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang pemerintahan, hukum, politik, dan kesejahteraan

rakyat;

c. pemantau€rn darr evaluasi pelalsanaan kebijakan daerah

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yarrg tidak
diinginkan, darr faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, politik

dan kesej ahteraan rakyat;

d. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi

pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya

apa-ratur di bidang pemerintahan, hukum, dan

kesejahteraan ralryat; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan

kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Bagian Pemerintahan

Pasal 6

(1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijalan daerah, pengoordinasian

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaal

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan

administrasi di bidang administrasi pemerintahan,

administrasi kewilayahan dan ke{a sama dan otonomi

daerah.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Bagran Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidalg

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan,

kerja sama dan otonomi daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang administrasi pemerintahan,

administrasi kewilayahaa, kerja sama dan otonomi

daerah;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan,

administrasi kewilayahan, kery'a sama dan otonomi

daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan eva,luasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahal,

administrasi kewilayahan, keq'a sama dan otonomi

daerah;

e. penyiapan bahan pelaksanaaa pembinaan administrasi di

bidang administrasi pemerintahan, administrasi

kewilayahan, keq'a sama dan otonomi daerah; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yalg diberikan oleh Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan

dengan tugasnya.

(3) Bagian Pemerintahan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian

dengan uraian tugas masing-masing:

a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan memiliki uraiaa

tugas antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Administrasi

Pemerintahan berdasarkan rencana operasional

organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian

Administrasi Pemerintahan;

3. membimbing pelal<sanaan tugas bawahan Sub Bagian

Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekeq'aan
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berjalan tertib dal lancar;

4. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijatan daerah

bidang administrasi pemerintahan;

5. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di

bidang administrasi pemerintahal dan pemberdayaan

masyarakat;

6. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan

tugas di bidang kependudukan darr pencatatan sipil,

kesatuan bangsa dan politik da-lam negeri,

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat;

7. memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinal Daerah;

8. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembinaan

urusan Pemberdayaan Masyarakat;

9. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi

pemerintahan;

10. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub

Bagian Administrasi Pemerintahan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

1 1. mengevaluasi pela,ksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kineq'a di masa mendatang;

12. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagial Administrasi Pemerintahan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan memiliki uraian

tugas antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Administrasi

Kewilayahan berdasarkan rencana operasional
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organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelalcaran pelaksanaan tugas Sub Bagian

Administrasi Kewilayahan ;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawa,han Sub Bagiaa

Administrasi Kewilayahan sesuai dengan tugas darr

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;

4. menyiapkan bahan penyusunan kebijalan, pedoman

dan petunjuk teknis di bidang Pembinaan Wilayah;

5. menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapal

kebijakan pembinaaa penyelenggaraal pemerintahan

kecamatan dan kelurahan;

6. menyiapkan bahan penetapan pengembangan

kapasitas pemerintahan kecamatan dan kelurahan,

meliputi penyelenggaraan bimbingan, konsultasi,

pelatihan dan pendidikan bagi pmerintahan

kecamatan dan kelurahan;

7. menyiapkan bahan penetapan kode dan data

kewilayahan;

8. menyusun bahan kebijakan pelimpahal sebagian

kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;

9. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana

kelurahan;

10. menyusun database penyelenggaraan administrasi

pemerintahan kecamatan dan kelurahan;

11. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukal,

penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah

kecamatan dan/ atau kelurahal;

12. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi

penyelenggaraan pelayanaa administrasi terpadu

kecamatan;

13. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan

wilayah;

14. melakukan pembinaan, pengawasan, supervisi dan

fasilitasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan
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pengembangan kapasitas pemerintahan kecamatan

dan kelurahan;

15. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah,

kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau

pemindahan ibukota kecamatan;

16. melakukan koordinasi dan harmonisasi

penyelenggaraan pemerintahan kecamataa darl

kelurahaa;

17. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksaaaan

kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan;

18. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan

kecamatan dan kelurahan;

19. memeriksa hasil kerja bawa,han di lingkungan Sub

Bagiar Administrasi Kewilaya,han sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

20. mengevaluasi pelaksanaal kegiatan di lingkungaa

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;

21. melaporkan pelaksanaaa kinerja di lingkungan Sub

Bagran Administrasi Kewilayahan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlal<u sebagai

al<untabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatalg;

22. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah memiliki

uraian tugas antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagia-n Kerjasama dan

Otonomi Daerah berdasarkan rencana operasional

organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kerjasama
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dan Otonomi Daerah;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagia-n

Kerjasama dan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeq'aan

berjalan tertib dan laacar;

4. menghimpun informasi, mengolah, menyiapkal

bahan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan

Pemerinta-haa Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan ringkasan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar

Pelayanan Miminal (SPM) Organisasi Perangkat

Daerah;

6. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses

pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. memfasilitasi pengusulan izin dan cuti Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah;

8. menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ)

Kepala Daerah;

9. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapaa dan

pelaksanaan Pemilihaa Umum;

10. melaksanakan fasilitasi darl koordinasi proses

administrasi pergantian antar waktu pimpiaaan dan

anggota legislatif;

11. melaksanakan pemantaual dal evaluasi pelaksanaan

kebijal<an daerah bidang otonomi daerah;

12. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan

kebijalan di bidang keq'a sama dalam negeri;

13. melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah

dalam negeri;

14. melaksanakan pengendalian dan perumusan data

hasil kerl'a sama daerah dalam negeri;

15. melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi

Pemerintah Daerah;

16. melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama

daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat



Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota;

17. melaksanakan penyusunan laporan hasil

pelaksanaan ke4'a sama daerah dalam negeri;

18. memeriksa hasil ke{a bawa,han di lingkungan Sub

Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

19. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungaa

Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daera,h dengan

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

20. melaporkan pelaksanaan kineq'a di lingkungan Sub

Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah sesuai

dengan prosedur dan peratural yang berlaku sebagai

akuntabilitas kineda dan rencana kegiatan

mendatang;

21. melaksanakan tugas kedinasaa lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaaan

kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejalteraan sosial

dan kesej ahteraan masyaratat.

(2) Untuk melaksanal<an tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang keagamaan, keseja,hteraan sosial dart

kesejahteraan masyaratat ;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraart

sosial dan kesejahteraan masyaralat;
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c. penyiapan bahan pemantauan dan eva,luasi pelaksanaan

kebijakarr daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakal di bidang

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan

masyarakat; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan

dengan tugasnya.

(3) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan 3 (tiga) Sub

Bagian dengan uraian tugas masing-masing:

a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual memiliki uraian tugas

antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Bina Mental

Spiritual berdasarkan rencana operasional organisasi

sebagai pedoman pela,ksanaaa tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Bina

Mental Spiritual;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Bina Mental Spiritual sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yarlg diberikan aga-r pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;

4. menyiapkaa data tentang sarana peribadatan, sarana

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

5. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang

berhubungan dengan sarana peribadatan, sa-rana

pendidikan agama dal pendidikan keagamaaa;

6. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait

dalam rangka pengembangan sarana peribadatan,

sarana pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan;

7. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk

pelaksanaan di bidang sarara peribadatan, sarana

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

\,
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8. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan

di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan

agama dan pendidikan keagamaan;

9. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan

melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang

lembaga dan kerukunan keagamaan;

10. menyiapkan dan mengoordinasikal bahan pedoman

pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat

beragama;

11. melakukan pembinaan, fasilitasi darr pengembangan

kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan

umat beragama;

12. menyiapkan bahan pengolahan data, saran,

pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan

penyusunan laporan program pembinaan umat

beragama dan kerja sama anta-r lembaga keagamaan;

13. melakukan koordinasi lintas sektor dan

pertemuan/ rapat-rapat koordinasi di bidang

kerukunan umat beragama dan serta kerja sama

altar lembaga keagamaan ;

14.memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan

kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta

keda sama antar lembaga keagamaal;

15.memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan

pembinaan umat beragama dan lembaga keagamaan;

16. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan

mu syawarah antar umat beragama dan aliran

kepercayaan;

17. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiataa

forum kerukunan umat beragama dan konsultasi

kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran

kepercayaan;

18. melakukan koordinasi kerja sa,rna sosial

kemasyara,katan dan konsultasi penanggulangan

secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup

antar umat beragama dan aliral kepercayaan;

\t,
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19. melalukan evaluasi pelalsanaan kegiatan kerukunan

umat beragama dan aliran kepercayaan;

20. menyiapkan bahan, dan melalukan pemartauan dan

evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan

kerukunan keagamaaa;

21. memeriksa hasil kerl'a bawahan di lingkungan Sub

Bagtan Bina Mental Spiritual sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalalan;

22. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Bina Mental Spiritual dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;

23. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Bina Mental Spiritual sesuai dengaa prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas

kine{a dal rencana kegiatan mendatang;

24. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bagial Kesejahteraan Sosial memiliki uraian tugas

antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Kesejahteraan

Sosial berdasarkan rencana operasional organisasi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dal tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian

Kesejahteraan Sosial;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

be{alan tertib dan lancar;

4. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan

kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial,

transmigrasi, lingkungan hidup, kesehatan,

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

v\
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penanggulangar bencana, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana;

5. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial,

transmigrasi, lingkungaa hidup, kesehatan,

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

penanggulangan bencana, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana;

6. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

di bidang sosial, traasmigrasi, lingkungal hidup,

kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak, penanggulangan bencana, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

7. menyiapkan bahan pelayanan administrasi

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidaag sosial,

transmigrasi, lingkungan hidup, kesehatan,

pemberdayaan perempuan, perlindungan anat,
penanggulangan bencana, pengenda,lian penduduk

dan keluarga berencana;

8. menyiapkan dan mengoordinasikaa bahan pedman

pembinaan organisasi sosial dan organisasi

kemasyarakatan;

9. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan

kerjasama antar organisasi sosial dan organisasi

kemasyara-katan;

10. menyiapkan bahan fasilitasi pemberial hibah darr

bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas,

kelompok masyarakat dan individu atau keluarga;

11. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial

kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok

masyarakat dan individu atau keluarga;

12. memeriksa hasil keq'a bawahan di lingkungan Sub

Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesa-lahan;

\
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13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungart

Sub Bagian Kesejahteraaa Sosial dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikar kinery'a di masa mendatang;

14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan prosedur

dan peratural yang berla,ku sebagai akuntabilitas

kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat memiliki uraian

tugas antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Kesejahteraan

Masyarakat berdasarkan rencana operasional

organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian

Kesejahteraan M asyarakat;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawalan Sub Bagian

Kesejahteraan Masyaralat sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan aga,r pekery'aan

berjalan tertib dan lancar;

4. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan

kebijakal pemerintah daerah di bidang kepemudaan

dan olahraga, pendidikan, tenaga kerja, dan

pariwisata;

5. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan

kebijatan pemerintah daerah di bidang kepemudaan

dan olahraga, pendidikan, tenaga kerja, dan

pariwisata;

6. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan

pelaporal pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

di bidang kepemudaan dan olahraga, pendidikan,

tenaga kerja, dan pariwisata;

V\
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7. menyiapkan bahan pelayanan administrasi

penyelenggaraan urusar pemerintahan bidang

kepemudaan dan olahraga, pendidikan, tenaga keq'a,

dan pariwisata;

8. memeriksa hasil ke{a bawahan di lingkungan Sub

Bagian Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Kesejahteraal Masyarakat dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;

10. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

11. melaksanakal tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf 3

Bagian Hukum

Pasal 8

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusal

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di

bidang perundang-undaagan, bantual hukum dart

dokumentasi dan informasi.

(2) Untuk melaksanalaa tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum serta

dokumentasi darr informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum

serta dokumentasi dan informasi;

\
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c. penyiapan bahan pengoordinasian pelalsanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan,

bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaar pemantauan dalr evaluasi

di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta

dokumentasi dan informasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan

dengan tugasnya.

(3) Bagian Hukum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dengan

uraian tugas masing-masing:

a. Sub Bagian Perundang-Undangan memiliki uraian tugas

antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perundang-

Undangan berdasarkan rencana operasional

organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelalcaran pelaksanaaa tugas Sub Bagian

Perundang-Undangan;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Perundang-Undangan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;

4. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum

daerah;

5. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk

hukum daerah;

6. menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam

proses penetapan Peraturan Daerah;

7. menyiapkan bahan ana,lisa dan kajian produk hukum

daerah;

8. melaksanakan pembinaan penyusunan produk

hukum Daerah;

9. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan

autentifikasi produk hukum daerah;
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10. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

produk hukum daerah;

11. melaksanakan koordinasi dengal Perangkat Daerah

dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan

Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan

produk hokum lainnya;

12. melaksanakan koordinasi dengal DPRD dalam

rangka pembentukan program pembentukan

Peraturan Daerah dan pembahasan rarcangan

Peraturan Daerah;

13. menyampaikan produk hukum Daerah ke Provinsi

dan/atau Pemerintah Pusat untuk dilakukan

harmonisasi, fasilitasi atau evaluasi;

14. memeriksa hasil keda bawahan di lingkungan Sub

Bagian Perundang-Undangan sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Perundang-Undalgan dengan ca-ra

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;

16. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Perundang-Undangan sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas

kinerja dart rencaaa kegiatan mendatang;

17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bagian Bantuan Hukum memiliki uraian tugas

antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum

berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai

pedoman Pelalsanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawa,han sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Bantuan

Hukum;
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3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Bantuan Hukum sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan agar pekerjaan bery'alan tertib

darr lancar;

4. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum

dalam penyelengga-raan pemerintahan daerah;

5. melal<sanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi

hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan

hukum bagi unsur pemerintah daerah da,lam

sengketa hukum baik di dalam maupun di luar

pengadilan;

6. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama

dalam penanganan perkara hukum;

7. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakal

dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);

8. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum

(legal opinion);

9. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil

penanganan perkara sengketa hukum;

10. memeriksa hasil keq'a bawahan di lingkungan Sub

Bagian Perundang-Undangan sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Perundang-Undangan dengan ca,ra

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatalg;

12. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Perundang-Undangan sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas

kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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C Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi memiliki uraian

tugas antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi

dan Informasi berdasarkan rencana operasional

organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian

Dokumentasi dan Informasi;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagia-n

Dokumentasi dan Informasi sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekery'aan

berjalan tertib dan lancar;

4. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk

hukum daerah dan peraturan perundang-undangan

lainnya;

5. menghimpun serta mengolah data dan informasi

sebagai bahan dalam ralgka pembentukan kebijakan

daerah;

6. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum;

7. memberikan pelayanan administrasi informasi produk

hukum;

8. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan

desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan

perundang-undangan lainnYa;

9. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap

dokumentasi dan informasi produk hukum daerah;

10. menyiapkan bahan penyusunan dan penerbitan

lembaran daerah dan dokumentasi hokum lainnya;

11. menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

12. menyiapkan bahan dalam rangka membina

hubungan kerjasama pengembangan sistem Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

l3.mempublikasikan serta menyebarluaskan produk-

produk hukum dalam sosialiasi dan penyuluhan

hukum;
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14. memeriksa hasil kerl'a bawahan di lingkungan Sub

Bagian Dokumentasi dart Informasi sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

15. mengevaluasi pela,ksanaan kegiatan di lingkungart

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;

16. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungal Sub

Bagian Dokumentasi dan Informasi sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dal rencana kegiatan

mendatang;

17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagiaa Ketiga

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 9

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakart

daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah

di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi

pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa serta terkait

urusan pangan, pertanian, perikanan, peternakan,

penaraman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,

koperasi dan usaha kecil menengah, perdagalgan,

perindustrial, tenaga ker;'a, lingkungal hidup'

perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

pertanahan, perumahan rakyat darr kawasan pemukiman,

komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan

BUMD/perbankan.

(2) Untuk melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Asisten Perekonomian dan Pembalgunan

menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasial penyusunan kebijakan daerah di bidang

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi

uK
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pembangunarl, pengadaan barang/jasa;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang perekonomian dan sumber daya alam,

administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan

barang dan jasa;

d. pemantauan dan eva1uasi pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan eva,luasi pelaksanaan kebijakan daerah

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijatan di bidang perekonomian dal sumber

daya alam, dan administrasi pembangunan; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah dalam bidang perekonomian dan sumber daya

alam, administrasi pembangunan, dal pengadaan barang

dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf I
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 10

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai

tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,

perekonomian, dan sumber daya alam.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

menyelenggarakan fu ngsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakaa

daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD'

perekonomian, dan sumber daYa alam;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidalg pembinaan BUMD dan

BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

c. penyiapan bahan pemantauaa dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan'
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dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dart

sumber daya alam; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.

(3) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

membawahkal 3 (tiga) Sub Bagian dengan uraian tugas

masing-masing:

a. Sub Bagran Pembinaan BUMD dan BLUD memiliki uraian

tugas antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pembinaan

BUMD dan BLUD berdasarkan rencana operasiona'l

organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaral pelaksanaan tugas Sub Bagian

Pembinaan BUMD dan BLUD;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Pembinaan BUMD dan BLUD sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;

4. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijalan

teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daeralt

(BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

5. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD);

6. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian

kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dan

Badan LaYanart Umum Daerah (BLUD);

7. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD);

8. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub

Bagian Pembinaal BUMD dan BLUD sesuai dengan
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prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Pembinaan BUMD dal BLUD dengan

cara mengide ntifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatatg;

10. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Pembinaal BUMD dan BLUD sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

11. melaksanakal tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bagian Perekonomian memiliki uraian tugas antara

lain:

1. merencanalan kegiatan Sub Bagian Perekonomian

berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian

Perekonomian;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Perekonomian sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab yang diberikaa agar pekery'aan be{a1an tertib

dan lancar;

4. menyusun bahan dan data serta analisa

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM,

perindustrian, dan Perdagangan;

5. menyusun bahan pemmusarl kebijakan

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM,

perindustrian, dan Perdagangan;

6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

terhadap pelalsanaan kegiatan pengembangan

pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrial, dan

perdagangan;
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7. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelatsanaan

dan pedoman umum pengembangan pariwisata,

koperasi, UMKM, perindustrial, dan perdagaagan;

8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM,

perindustrial, dan perdagangan;

9. memfasilitasi dan pembinaar di bidang

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM,

perindustrian, dan perdagaagal;

lO.menfasilitasi dan mengoordinasikan pengendaliat

harga pangan;

11. memeriksa hasil kerl'a bawahan di lingkungan Sub

Bagian Perekonomian sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Perekonomian dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;

13. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Perekonomian sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja

dan rencana kegiataa mendatang;

14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Sumber Daya Alam memiliki uraian tugas

antara lain:

l. merencanakan kegiatan Sub Bagian Sumber Daya

Alam berdasarkan rencana operasional organisasi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaral pelaksanaan tugas Sub Bagian Sumber

Daya Alam;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dart

,"\
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tangqung jawab yang diberikan agar peke{aan

berjalan tertib dan lancar;

4. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang

pertanian, perkebunan, ketahanan pangan,

peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral

dan lingkungan hidup;

5. menyusun bahan perumusal kebijakan di bidang

pertanian, perkebunan, ketahanan pangan,

peternakan, perikanan, sumber daya alam dan

lingkungan hidup;

6. melaksana-kan koordinasi dengan instansi terkait

terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian,

perkebunan, ketalanan pmgm, peternakan,

perikanan, sumber daya alam dan lingkungaa hidup;

7. menyusun bahan penyusunan petunjuk pela,ksanaan

dan pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan,

ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber

daya alam dan lingkungan hidup;

8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta

pelaporan di bidang pertanian, perkebunan,

ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber

daya alam dan lingkungan hidup;

9. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian,

perkebunan, dan ketahanan pangan, peternatan,

perikanan, dan lingkungan hidup;

10. memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian,

perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan,

perikanan, dan lingkungan hidup;

11. memeriksa hasil kery'a bawahan di lingkungan Sub

Bagian Sumber Daya Alam sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungart

Sub Bagian Sumber Daya Alam dengal cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinery'a di masa mendatang;
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13. melaporkal pelaksalaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Sumber Daya Alam sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berla-ku sebagai akuntabilitas

kinery'a dan rencana kegiatan mendatang;

14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 11

(1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pemantauan daa evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang penyusunan program,

pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakal tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan

menyelenggarakan fu ngsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang penyusunan prograrn, pengendalian

program dal evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang penyusunar program,

pengendalian program dan evaluasi dan pelaporar;

c. penyiapan bahan pemantauan dal evaluasi pelaksanaan

kebijakal daerah terkait pencapaian tujuan kebijakal,

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakal di bidang

penyusunan prograrn, pengendalian program dan

evaluasi dan PelaPoran; dan

d. pelalsaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembalgunan yang berkaitan dengart

tugasnya.

(3) Bagian Administrasi Pembalgunan membawahkan 3 (tiga)

Sub Bagian dengan uraian tugas masing-masing:
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a Sub Bagian Penyusunan Program memiliki uraian tugas

antara lain:

l. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan

Program berdasarkan rencana operasional organisasi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian

Penyusunan Program;

3. membimbing pelalsanaan tugas bawahan Sub Bagian

Penyusunan Program sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan aga,r pekerjaaa

beq'alan tertib dan lancar;

4. men)rusun dan mempersiapkan rencana kegiatan

penyusunan program pembangunan daerah;

5. menyusun bahan kebijakan dalam rangka

mempersiapkan program pembangunan daerah;

6. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk

pelatsanaan penyusunan prograln pembangunan

daerah;

7. melaksanalan koordinasi dengan pemerintah pusat,

provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta

dalam rangka penyusunan sinergitas program

pembangunan daerah;

8. melalsanakan sosialisasi dan koordinasi dalam

rangka penyusunan program pembangunan daerah;

9. melaksanakan penyusunan program pembangunan

dalam rangka mengembangkan akses pembangunan

daerah;

10. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan

program pembangunan dalam rangka mengurangi

resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka

kelancaran program pembangunan daerah;

11. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan

prograrn pembangunan daerah;

12. melaksanakar pengumpulan dan pengolahan bahan

terkait perencanaan kinerja di lingkungan Sekretariat
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Daerah (RENSTRA, RENJA, RKT, IKU, PK, RKA, DPA,

Rencana Aksi, darr Peta Proses Bisnis);

13. memeriksa hasil kerl'a bawahan di lingkungan Sub

Bagian Penyusunan Program sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Penyusunan Program dengal cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;

15. melaporkan pela,ksanaan kineq'a di lingkungan Sub

Bagian Penyusunan Program sesuai dengan prosedur

dan peraturan yang berlatu sebagai akuntabilitas

kinery'a dan rencana kegiatan mendatang;

16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bagian Pengendalian Program memiliki uraian tugas

antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengendalian

Program berdasarkan rencana operasional organisasi

sebagai pedoman pelaksanaaa tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian

Pengendalian Program;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Pengendalian Program sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan aga-r pekerjaan

berjaJal tertib dan lancar;

4. menyusun renca.na kegiatan pengendalian program

pembangunan;

5. menyusun bahan kebijakan pengendaliart

pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah

maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan

program pembangunan daerah;
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6. menlrrsun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan pembangunan dalam rangka

pengendalian program pembangunan daerah;

7. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak

dalam rangka mengurangi tingkat resiko dan

kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan

baik oleh pemerintah maupun swasta;

8. mengendalikan sinergitas program pembangunan

baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;

9. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka

pengendalian pelalsanaan program pembangunan;

10. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan

terkait pengendalian dan pengawasan internal

pemerintahan (SPIP);

11. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub

Bagian Pengendalian Program sesuai dengart

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Pengendalian Program dengaa cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatalg;

13. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Pengendalian Program sesuai dengart

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

14. melalsanakan tugas kedinasal lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan memiliki uraian

tugas antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan

Pelaporan berdasarkan rencana operasional

organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk
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kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi

dan Pelaporan;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar peke{aan

berl'alal tertib dan lancar;

4. menyusun rencana monitoring dan pelaporan

program pembangunan daerah;

5. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan

terkait laporan Pemerintah Daerah di lingkungan

Sekretariat Daerah (LKjlP, LPPD, EKPD, LKPJ,

Rencana Aksi, Reformasi Birokrasi dan Evaluasi

Kinerja Triwulanan Sekretariat Daerah) ;

6. melaksanakaa pengumpulan dan pengolahan ba,han

terkait Pelayanan Publik (Standar Pelayanan dan

sKM);

7. melalsanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan

program pembangunan daerah;

8. menyusun pedoman, petunjukteknis dan petunjuk

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program pembangunan daerah;

9. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka

pelaksanaan monitoring dan eva-luasi program

pembangunan daerah;

10. mencatat, menyusun rekomendasi dan

menindatlanjuti hasil temuan monitoring dan

evaluasi program pembaagunan daerah;

1 1. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi

pelaksanaan program pembangunan daerah;

12. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai

bahan perumusan kebijakan program pembangunart

daerah;

13. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub

Bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhinda'r

dari kesalahan;
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14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada da-lam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;

15. melaporkan pelalsanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kineqja dan rencana kegiatan

mendatang;

16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf 3

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 12

(1) Bagian Pengadaaa Barang dan Jasa mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakaa daerah,

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pelaksaaaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan

secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan

barang dan jasa.

(2) Untuk melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dal Jasa

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan

advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan

jasa, pengelolaan layanan pengadaa'n secara elektronik,

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan

barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaaa secara
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elektronik, pembinaan darr advokasi pengadaan barang

dan jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang

dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan seca.ra

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan baraag

dan jasa; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.

(3) Bagian Pengadaal Barang dan Jasa membawahkan 3 (tiga)

Sub Bagian dengan uraian tugas masing-masing:

b. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

memiliki uraian tugas anta-ra lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagtan Pengelolaan

Pengadaan Ba-rang dan Jasa berdasarkal rencana

operasiona,l organisasi sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Pengelolaan Pengadaan Ba-rang dan Jasa sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan

agar pekedaan berjalan tertib dan lancar;

4. melaksanakan inventarisasi paket pengada€Ln

barang/jasa;

5. melaksanakan riset dan alalisis pasar barang/jasa;

6. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan

barang/jasa;

7. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen

pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan

informasi yang dibutuhkan;

8. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;

9. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog

elektronik lokal/ sektoral;
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10. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrat
pengadaan barang/jasa pemerintah;

11. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah;

12. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub

Bagian Pengelolaan Pengadaan Ba-rang dan Jasa

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencala kegiatan

mendatang;

15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberika-n oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Pengelolaan Layanaa Pengadaan Secara

Elektronik memiliki uraian tugas antara lain:

l. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengelolaan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik berdasarkan

rencana operasional organisasi sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagiart

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi

pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna

sistem pengadaan secara elektronik) dan
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infrastrukturnya;

5. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa

pemerintah secara elektronik;

6. memfasilitasi pelalsanaan registrasi dan verifikasi

pengguna seluruh sistem informasi pengadaan

baraag/jasa;

7. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem

informasi;

8. melaksanakan pengembaagan sistem informasi yang

dibutuhkan oleh UKPBJ;

9. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan

baralg/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;

10. mengelola informasi kontral<;

1 1. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil

pengadaan;

12. memeriksa hasil kerja bawa,han di lingkungan Sub

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik sesuai dengan prosedur dan peraturaa

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik dengan cara mengidentifikasi hambatan

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa

mendatang;

14. melaporkan pelaksanaan kineda di lingkungan Sub

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik sesuai dengarl prosedur dan peraturan

yang berlaku sebagai akuntabilitas kine{a dan

rencana kegiatan mendatang;

15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

d. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang

dan Jasa memiliki uraian tugas antara lain:

I. merencartakan kegiatan Sub Bagian Pembinaan dart

Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkart

rencara operasional organisasi sebagai pedoman

\\



pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawa,han sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaral pelaksanaan tugas Sub Bagian

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Jasa;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Baralg dan Jasa

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan beq'alan tertib dan lancar;

4. melalsanakan pembinaan bagi para pelaku

pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel

UKPBJ;

5. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan

pengadaan barang/jasa;

6. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para

pemangku kepentingan;

7. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat

kematangan UKPRI;

8. melaksanakal analisis beban kerja UKPBJ;

9. melaksanakan pengelolaan personil UKPB.I;

10. melaksana-kal pengembargan sistem insentif

personel UKPB-I;

1 1. memfasilitasi implementasi standarisasi layanart

pengadaan secara elektronik;

12. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja

pengadaan barang/jasa pemerintah;

13.melaksanakan bimbingan teknis, pendampingaa,

dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa

pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi,

kabupaten/kota, dan desa;

14.melatsanakan bimbingan teknis, pendampingan,

danlata:u konsultasi penggunaan seluruh sistem

informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, anta-ra

lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
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l5.melaksanakan layalan penyelesaian sengketa

kontrak melalui mediasi;

16. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungaa Sub

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaal Ba-rang

dal Jasa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

17. mengevaJuasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

Barang dan Jasa dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja

di masa mendatang;

18. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang

dan Jasa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana

kegiatan mendatang;

19. melaksaaakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Keempat

Asisten Administrasi Umum

Pasal 13

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam melaksanaan kebijakan,

penyusunan kebijakan daerai dal pengoordinasian

penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi,

protokol dan komunikasi pimpinan serta terkait urusan

perpustakaan dan kearsipan, pengawasan, pelayanan

interen, kesekretariatan dewan, dan urusa,n penunjang yang

meliputi keuangan, perencana€rn, kepegawaian dan diklat.

(2) Untuk melaksana-kan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokoi dan

komunikasi pimpinan;

b. penyusunan kebijatan daerah di bidang organisasi;
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c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di

bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi

pimpinar;

e. pemantauan darr evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN

pada instansi daerah; dan

C. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan

komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Bagian Umum

Pasal 14

(1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapal
pelalsaaaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di

bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan

perlengkapan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagiaa Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata

usa-ha dan kepegawaian, rumah tangga dan

perlengkapan;

b. penyiapan bahan pelalsanaan pemantauan dan evaluasi

di bidaag tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga

dan perlengkapan; dan

c. pelatsaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaitaa dengan tugasnya.

(3) Bagian Umum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dengan

uraian tugas masing-masing:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki uraian

tugas antara lain:

l. merencanakal kegiatan Sub Bagial Tata Usala dart

Kepegawaian berdasarkan rencana operasional

organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

\

41



2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dal tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata

Usaha dan Kepegawaian;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

be{alan tertib dan lancar;

4. melaksanakal pengelolaan administrasi perkantoran

yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan,

kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris

Daerah dan Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;

5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang

pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi

kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian

Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf

Ahli, dan rapat-rapat dinas;

6. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ASN lingkup

Sekretariat Daerah;

7. mengelola presensi dan aplikasi e-Kinerja ASN

lingkup Sekretariat Daerah;

8. melakukaa pengusulan perencanaan kepegawaian

dan pengembangan karier ASN lingkup Sekretariat

Daerah;

9. melakukan pengusulan penempatan, pengangkatan,

mutasi dan kepangkatan ASN lingkup Sekretariat

Daerah;

10. melakukan penegalan disiplin serta pengusulan

pemberian penghargaan ASN lingkup Sekretariat

Daerah;

11. melaksanakan pembinaan ASN lingkup Sekretariat

Daerah;

12. melaksanakan pengkajian bahan penataan

kelembagaan dan ketatalaksanaan meliputi Analisis

Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK),

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat
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Daerah;

13. melal<saaakan pengolahan bahan tindak lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Sekretariat

Daerah;

14. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan di

bidang kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;

15. melaksanakan pengelolaan kearsipan;

16. memeriksa hasil kery'a bawahan di lingkungan Sub

Bagian Tata Usaha dal Kepegawaian sesuai dengan

prosedur dan peratural yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

17. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungaa

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dengan

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikaa kinerja di masa mendatang;

18. melaporkan pelaksanaan kineq'a di lingkungan Sub

Bagta-n Tata Usaha dan Kepegawaian sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

19. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan memiliki uraian tugas antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan

berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengar tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekeq'aan berjalan tertib dan

lancar;

4. merencanakan kegiatan pengelolaan €rnggaran,

keuangan, dan pertanggungiawaban anggaran di

lingkungan Sekretariat daerah;
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5. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran,

perbendaharaan dan pertanggunglawaban di

lingkungal Sekretariat daerah;

6. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi

keuangan, perbendaharaan, angga-ran dan

pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat

daerah;

7. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di

lingkungan Sekretariat Daerah;

8. melaksanakan pengelolaan perbendaharaaa,

anggaran dan pertanggungjawaban;

9. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi
perbendaharaan, angga_ran dan pertanggungjawaban

di lingkungan Sekretariat Daerah;

10. melaksanakan sitem pengendalian intern;

I 1. melakukan eva-luasi dan pelaporan fungsi

perbendaharaan, anggar€rn dan pertanggunglawaban

di lingkungan Sekretariat daerah;

12. menyiapkan dokumen terkait penunjang Tambahan

Penghasilan ASN lingkup Sekretariat Daerah;

13. memeriksa hasil ke{a bawa}ran di lingkungan Sub

Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesa-lahan;

14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Keuangan dengaa cara mengidentifikasi

hambatan yang ada da-lam rangka perbaikan kinerja

di masa mendatang;

15. melaporkan pelaksanaan kinery'a di lingkungan Sub

Bagran Keuangaa sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kine{a

dan rencana kegiatan mendatang;

16. melaksanakan tugas kedinasaa lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan memiliki

uraian tugas antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga

dan Perlengkapan berdasarkan rencana operasional

organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Rumah

Tangga dan Perlengkapan;

3. membimbing pelaksanaa.n tugas bawahan Sub Bagian

Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. melaksanakan kebdakan pengamanan, pemeliharaan

sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan

kantor di lingkup Sekretariat Daerah;

5. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta

Sekretariat Daerah;

6. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan,

pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas

Kepala Daerah dan Wakil serta Sekretariat Daerah

serta kendaraan dinas operasional dan sewa

kendaraan;

7. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana,

menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah Dinas

Kepala Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas

Sekretariat Daerah;

8. melaksanakan penyiapan sa-rana dan prasarana

untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

9. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah

pada Sekretariat Daerah;

10. melakukan koordinasi terkait laporan asset;

11. melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;
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12.melaksanakal penyediaaa akomodasi, jamual,

ma-kanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah

Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;

13. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dengan

cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kineq'a di masa mendatang;

15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

16. melaksaaakan tugas kedinasal lainnya yang

diberikan oleh atasaa sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Organisasi

Pasal 15

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melal<sanakan

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasial pelalsanaan

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan

analisis jabatan, pelayanan publik dan tata la,ksana, dan

kinerja dan reformasi birokrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 97, Bagran Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang

kelembagaan dan analisis jabatar, pelayanan publik dan

tatalaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang kelembagaan dan ana-lisis jabatan,

pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja dan
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reformasi birokrasi;

c. penyiapan bahaa pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis

Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta

Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis

jabatan, pelayanal publik dan tatalaksana serta kine{a
dan reformasi birokrasi; dan;

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bagian Organisasi membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dengan

uraian tugas masing-masing:

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan memiliki

uraian tugas antara lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan

dan Analisis Jabatan berdasarkan rencana

operasional organisasi sebagai pedoman pelalsanaan

tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan trg." I Srb Bagian

Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

3. membimbing pelal<sanaan tugas bawahan Sub Bagian

Kelembagaan dan Analisis Jabatan sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi

dan Tata Kerja (SOTK);

5. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan

fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah;

6. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat

Daerah dan unit pelaksana teknis daerah;

7. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);

8. menyusun analisis jabatan, ana-lisis beban keq'a, dan

evaluasi jabatan;
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9. menyusun kajial akademik terhadap usulan

penataan organisasi Perangkat Daerah;

10. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah;

11. memeriksa hasil keq'a bawahan di lingkungan Sub

Bagian Kelembagaan darr Analisis Jabatan sesuai

dengal prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

12. mengeva-luasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagrarr Kelembagaaa dan Analisis Jabatan

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

13. melaporkan pelaksanaan kine4'a di lingkungan Sub

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sesuai

dengan prosedur darr peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bagian Pelayaaan Publik dan Tata Laksana memiliki

uraian tugas antara lain:

l. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pelayaaan Publik

dan Tata Laksana berdasarkan rencana operasional

orgaaisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawa,han sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Pelayanan

Publik dan Tata Laksana;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Pelayanal Fublik dan Tata Laksa-na sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekeq'aan bery'alan tertib dan lancar;

4. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian

dinas, jam kery'a, metode kerja, prosedur keq'a, dan

pola hubungan kerja;

5. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan

teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanarr

48"\

W



c

publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerinta,h Daerah;

6. melaksanakan sosia,lisasi dan fasilitasi penyusunan

Standar Pelayanan Publik;

7. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing

Perangkat Daerah;

8. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi

pelayanan publik;

9. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi

pelayanan publik;

10. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub

Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana

dengan cara mengidentilikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kine{a di masa mendataag;

12. melaporkan pela,ksanaan kinery'a di lingkungan Sub

Bagian Pelayanan Fublik dan Tata Laksana sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinery'a dan rencana kegiataa

mendatang;

13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sub Bagian Kineda dan Reformasi Birokrasi memiliki

uraian tugas antara lain:

l. merencanakan kegiatan Sub Bagian Kine{a dan

Reformasi Birokrasi berdasarkan rencara operasional

organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaraa pela-ksanaan tugas Sub Bagian Kineq'a

dan Reformasi Birokrasi;
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3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Kinela dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berl'alan tertib dan lancar;

4. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan

Kinerl'a dan Reformasi Birokrasi;

5. menyusun bahan Laporan Kine4'a Instansi

Pemerintah (LKjlP) Kota;

6. menyusun road map reformasi birokrasi;

7. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerj a Instan si Pemerintah (SAf<I P) ;

8. melaksanakan monitoring dan eva,luasi pelaksanaan

kebijakan Peningkatan Kineq'a dan Reformasi

Birokrasi;

9. melaksanakan kebijakan teknis terkait bidang budaya

kerja;

lO. mempersiapkan bahan koordinasi darr pembinaan

budaya ke{a;
11. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungaa Sub

Bagian Kineda dan Reformasi Birokrasi sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesala-han;

12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan

cara mengidentilikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kine{a di masa mendatang;

13. melaporkan pelal<sanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagran Kine4'a dan Reformasi Birokrasi sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kine{a dan rencara kegiatan

mendatang;

14. melatsanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Paragraf 3

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasa] 16

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,

pengoordinasian pelatsanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan eva-luasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidaag protokol, dokumentasi dan komunikasi pimpinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 109 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

menyelenggarakal fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

protokol, dokumentasi dan komunikasi pimpinan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang protokol, dokumentasi dan

komunikasi pimpinan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait protokol, dokumentasi dan

komunikasi pimpinan;

d. pelaJ<saaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahkan 3

(tiga) Sub Bagian dengan uraian tugas masing-masing:

a. Sub Bagiaa Protokol memiliki uraian tugas antara lain:

1. merencanal<an kegiatan Sub Bagian Protokol

berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Protokol;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawaltan Sub Bagian

Protokol sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekeq'aan berjalan tertib dan

lancar;

4. melaksanatan tata protokoler dalam rangka

penyambutan tamu Pemerintah Daerah;
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5. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi

keprotokolan;

6. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal

kegiatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;

7. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah

Daerah;

8. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan

Kepala Daera,h dan Walil Kepala Daerah;

9. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub

Bagian Protokol sesuai dengan prosedur dan

peratur€rn yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Protokol dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja

di masa mendatang;

11. melaporkan pelaksanaaa kinerja di lingkungan Sub

Bagian Protokol sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja

dan rencana kegiatar mendatang;

12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan memiliki uraian tugas

anta-ra lain:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Komunikasi

Pimpinan berdasarkan rencaia operasional orgalisasi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pela,ksanaan tugas Sub Bagian

Komunikasi PimPinan;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

Komunikasi Pimpinan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan aga.r pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;
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4. melaksanakan pengelolaaa kegiatan tata usaha

pimpinan meliputi Walikota dan Wakil Walikota;

5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang

pengelolaan kegiatan tata usaha pimpinan yang

meliputi Walikota, Wakil Walikota;

6. menjalin hubungan dengaa berbagai pihak terkait

pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daera,h;

7. memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang

penyampaian informasi tertentu;

8. memberikan informasi dal penjelasan kepada pihak-

pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas

arahan pimpinan;

9. menghimpun dan mengolah informasi yang yang

bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat

dan materi kebijakan;

11. menyusun naskah sambutan darr pidato Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

12. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub

Bagian Tata Usaha dan Komunikasi Pimpinan sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Tata Usaha dan Komunikasi Pimpinan

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

14. melaporkan pela,ksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Tata Usaha dan Komunikasi Pimpinan sesuai

dengan prosedur dan peraturan yartg berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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c Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan memiliki uraian

tugas antara lain:

l. merencanakan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi

Pimpinan berdasarkan rencana operasional organisasi

sebagai pedoman pelatsanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahal sesuai dengan tugas

dan tanggung jawab masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian

Dokumentasi Pimpinan;

3. membimbing pelalsanaan tugas bawahan Sub Bagian

Dokumentasi Pimpinan sesuai dengaa tugas dan

tanggung jawab yang diberikal aga,r pekery'aarr

berjalan tertib dan lancar;

4. mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;

5. menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;

6. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan

Kepala Daerah dan Watil Kepala Daerah.;

7. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub

Bagian Dokumentasi Pimpinan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam ralgka
perbaikan kinerl'a di masa mendatang;

9. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub

Bagian Dokumentasi Fimpinan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan

mendatang;

10. melaksanakal tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

(1) Ketompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian kegiataa Sekretariat Daerah secara

profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

Pasal 17 peraturan ini, terdiri atas sej umlah tenaga dalam

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan

Sekretariat Daerah.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan

beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1)

pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Staf Ahli Walikota

Paragraf 1

Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasa,l 19

(1) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan

pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai

masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang

berkaital dengaa bidang tugasnya kepada Walikota'

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19,

Staf Ahli Walikota Bidang Pemerinta,han, Hukum dan Politik

\k''
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menyelenggaralal fungsi:

a. Pengkajian dan perumusan masalah sesuai bidang

tugasnya;

b. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan

c. Pelal<sanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

(3) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

memiliki uraian tugas antara lain:

a. melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dari aspek

Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b. melaksanakan kajian dan ana,lisis terhadap isu-isu

strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

dari aspek;

c. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajial dan

analisis;

d. memberikan sarar dan pertimbangan kepada Walikota

dari aspek Pemerintahan, Hukum dan Politik guna

pemecahan masalah pemerintahan daerah;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wa-likota;

dan

f. melaksanalan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Walikota.

Paragraf 2

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunart

Pasa-l 20

(1) Sta-f Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan mempunyai tugas memberikan kajian'

melakukan pengamatan' memberikan pertimbangan dan

saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut

keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada

Walikota.

(2) Untuk melaksana,kan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20'

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
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a. pengkajian darr perumusan masalah sesuai bidang

tugasnya;

b. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan

c. pelaksanaaa tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

(3) Sta.f Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan memiliki uraian tugas antara lain:

a. melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daera-h dari aspek

Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

b. melaksanakan kajian dan analisis terhadap isu-isu

strategis datam penyelenggaraan urusan pemerintahan

dari aspek Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

c. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan

ana-lisis;

d. memberikan sa,ran dan pertimbangan kepada Walikota

dari aspek Ekonomi, Keuangaa dan Pembangunan guna

pemecahan masalah pemerintahan daerah;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wa-likota;

dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikart

oleh Walikota.

Paragraf 3

Sta-f Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Pasal 21

(1) StaJ Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dal SDM

mempunyai tugas memberikan kajian, mela'kukan

pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai

masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang

berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21,

Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM

menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian dan perumusan masalah sesuai bidang

tugasnya;

b. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
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c. pelaksanaan tugas lainnya yalg diberikan oleh Walikota.

(3) Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM

memiliki uraian tugas antara lain:

a. melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam

penyelenggaraar urusan pemerintahan daerah dari aspek

Kemasyarakatar dan SDM;

b. mela-ksanakan kajian dan analisis terhadap isu-isu

strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

dari aspek Kemasyarakatar dan SDM;

c. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dart

analisis;

d. memberikan saral dan pertimbangan kepada Walikota

dari aspek Kemasyarakatan dan SDM guna pemecahan

masala,h pemerintahan daerah;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota;

dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasd22

(1) Hal-ha-l yang menjadi tugas Sekretariat Daerah merupakan

satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat

dipisahkan.

(21 Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif

terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta

pelayanan administratif kegiatan operasionalnya

diselenggarakan oleh Kepala Bagian, dan Kepala Sub

Bagian menurut bidang tugas masing-masing'

(3) Sekretaris Daerah baik teknis operasional maupun teknis

administratif berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan hubungan fungsional dengaa instansi

yang berkaitan dengan fungsinYa.

il
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Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

(1) Sekretaris Daerah wajib memberikan laporan yarlg akurat

tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta

tepat waktu kepada Walikota.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan

Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk

dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing

serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yarrg diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dari bawalan, wajib diolah dal dipergunakaa

sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk

memberi petunjuk kepada bawahan.

(41 Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara

penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan

perundang-undaagan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 24

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Sekretaris Daerah

dapat menunjuk sebagian dan / atau seluruh Asisten dan Kepala

Bagian dengan memperhatikal bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Sekretaris Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam

pembinaan kepegawaian perangkat daerah.
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(41 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan

Sekretariat Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan

Sekretariat Daerah, wajib memimpin dan memberi

bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan

Walikota Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 84) dan Peraturan Walikota

Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundaagkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

padatanggal 21 APril 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal )9 A7rll 2O2I

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR (2

\
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LAMPIRAN

NOMOR

TEI'{TANG

: PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

: (XrAHUN2021
: KEDUDUXAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SERIA TATA KERJA

SEKRETAR1AT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

SIJR BAGIAN

EVALUASI DAN
PEI,APORAN

SETEI,AH PERUBAHAN

f

HUKUM & POLITIK
BI
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AHLI
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